
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 teotang Pertiendallaraan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0< 4355); 

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Noma, 125 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4437) 
sebaqaimana lelah diubah beberapa kafi terakhir dengan Undar,g - 
Undang Nomor 12 T ahun 2008 I en tang Perubahan l<edUa Alas Undang 
- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 
Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): ' 

1. Undang - Undang Nomor 14 T ahun 1950 teniang Pembentl.lkan Oaerah 
- Oaerah Kabupalen dalam lingkungan Provinsi Jawa Bara! (Serita 
Negara Tahun 1950); 

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tantang Pokok - Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo< 
3041) sebaga!mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 
Tahun 1999 lentang Perubahan Alas Undan9- Undang Nomor 8 Tal1Ull 
1974 1en1ang Pokok - Pokok Kepegawalan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Nomor 3093 ) , 

Yeng ngal 

bahwa dalam rangka mstaksanakan ketentuan Pasat 33 ayal (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 T ahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana telah dJubah dengan 
Pera1uran Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tenlang Perubahan Alas 
Peraturan Pemerintah Noma, 23 T ahun 2005 lentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum. perlu mengatur pengadaan 
penga.ngkatan dan pembefhen~a.n pegawai Sadan Layan~.n Umum 
Oaerah pada Rumah Saki! umum Oaerah Kabupaten BekasL 

b. bahwa berdasa11<an pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a. 
perlu dilelapkan Peraturan Bupati tenlang Tata Cara Pengadaan. 
Pengangka!an, dan Pemberhenban Pegawai Sadan layanan Umum 
Daerah pada Rumah Sakit Umum Oaerah Kabupaten Bekasi. 

a. lier> mba ng 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 
SADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERJ SIPIL TIDAK TETAP 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

fJJ,o/"aCi ,o/Je/«~Ji 
PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR:1t~ 



14 Peratu.ran. Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Orqanisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah 
terakhir dengan Peraturan Oaerah Nomor 12 T ahun 2012 tenla,,g 
perubahan kedua Atas Peraturan Oaerah Nom0< 7 Tahun 2009 
Organlsasi Perangkat Oaerah ( Lembaran Dae<ah Kabupaten Bel<as, 
Tahun 2012 Nomor 8) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Peme,intahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaetah 
Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten I Kata (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tamba~an 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 

11. Peraturan Pemenntah Nomor 53 T ahun 2010 tentang Clisiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 
74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 le.>tang 
Pedoman T ekllis Pengelolaan Keuangan Sadan L;iyaJ'\an Umum 
Daerah: 

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Prodek Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 694): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan layanan Umum Oaerah (Lembaran Negara Republ\1< 
Indonesia T ahun 2005 Nomor 48, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 T ahun 2005 Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lemberen Negara Repu:bik Indonesia 
Nomor 5340 ); 

6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sal<d 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 153. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor son): 

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentul<an 
Peraturan Perundang - Uooangan (Lembaran Negara Repoblik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg:aira 
Republlk Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang euti Pegawal 
Negeri Stp,I (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 1976 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No<nor 3093): 

5 Undang - Undang Nome; 36 Tahvn 2009 ientang Keseruuan {Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara RepublJk Indonesia Noma< 5063) , 



11 Pendidikan non rorrnal adalah Jalur pendidikan dfluar pencfidikan rorrnal yang dapat 
dilaksanakan secara terukur dan berjenjang. 

12. Pendktikan dan Pelatihan adalah kegiatan d.alam ra.ngka meningkatkan ku~litas I 
kompetensi pegawei BLUD tidak tetap. 

13 Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang proresional dan diburuhkan da!am jangka 
waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan fonnasi dalam satu unit pe!aksa.naan tugas. 

6 Sadan Layanan Umum Oaerah Rumah Sal<tt Umum Daerah yang setanjutnya disingl<at 
BLUD RSUD Kabupaten Sekasi adalah Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sal<rt Umum 
Daerah Kabupaten Bekasi. 

" Pemimpin Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sal<it t.Jmum Daerah yang selanjutnya 
disingkat Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Bakasi adatah Pem1mpin Sadan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sat<rt Umum Daerah Kabupaten Bekasl 

8 Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipij Tidak Tetap pada RSUD Kabupa!en Bekasi yang 
selanjutnya disebut Pegawai BLUO Tidak Totap adalah setiap Warga Negara Repubik 

-k>donesia yang bersedia mengikatl<an diri dengan peljanilan konlrak kerja dalam jangka 
waktu tertentu. 

9 Gaji adalah upah kerja yang dlbayarkan datam waktu yang tetap I jangka wakl\l tertenw 

tO Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberiken s.elafn gaJi atae s.uatu peio1:e.t1a:an 
yang tetah dilaksanakan. 

5. Badao Layanan Umum Oaerah yang sela.njulnya d,slngkat SLUO adafah S.atuan Keqa 
Perangkat Oaerah di fingku:ngan Pemerintah Oaerah yang dibentuk uruuk membenk•n 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan I atau jasa yang dijoal lanpa 
mengutamakan mencari keuntungan. dan dalam melakukan kegiatannya dktasarkatl pada 
prinsip efisiensi dan produktifitas. 

O.Jam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 Bupatl adalah Bupati Bekasi. 

2 Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUO adalah R\Unah Sakit UmlXTl 
Daerah Kabupaten Bekasi. 

3 Sadan Kepegawaian Daerah yang se!anjutnya disingkat BKD adalah Sadan Kepegawaian 
Oaerah Kabupaten Bekasi. 

• Kepala Sadan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya d,singtat Ka BKO adalah Kepala 
Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANGTATA CARA PENGADAAN, 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BAOAN LAYANAN 
UMUM DAERAH NON PEGAWAl NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPA TEN BE KASI 

l.!enetapkan 

MUTUSKAN 



1 Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar 
daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal6 

• Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak men<1apat gaji yang besarnya ber<1asa11<an tingl<at 
tanggung jawab dan klnetja sesuai dengan standardisasi harga pengadaan barang I jasa 
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bekasi 

'2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pegawai BLUO Tidak 
Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinetja 
sesuai dengan kemampoan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Bekas1. 

3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagarnana d1maksud pada aya\ (1) dan ayat (2) 
pembiayaannya bersumber dan Anggaran BLUD RSUD Kabupa!en Bekasi. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dlmaksud pada ayal (2) 
diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Bekasi. 

Pasal 5 

otewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, huruf d 
:ian huruf e diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUO RSUD Kabupaten Bekasi. 

Sagian Ketfga 
Hak 

Pasal 4 

Sebap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib: 
.a:- memberikan petayanan kepada masyarakat secara professional kcmpeten, juJur, 

transparan, dan tidak diskriminatif; 
o ne1ra1 dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang; 
c setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Casar 1~. Negara dan Pemerinlah 

-serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara RepubJik Indonesia: 
-'. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUO RSUOKabupaten Bekasi dan 

peraturan tainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan:: 
e. menyimpan rahasta jabatan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal2 

• Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dan pegawai Pemerintah 
Kabupaten Bekasi. 

7 Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUO 
RSUOKabupaten Bekasi. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB II 
KEOODUKAN. KEWAJIBAN. HAK DAN LARANGAN 



11) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUO Tldak Tetap meogacu pada fom,as, Pegaw31 Negen 
Sipil RSUO yang dilelapkan datam Formasi Pegawai BLUD Tldak Tetap. 

!2) Oatam rangka penetapan Forrnasi Pegawal BLUO Tidak Te1ap sebagaimana dimaksod 
pad a ayat (1 ), Pemimpin BLUD RSUOKabupalen Bekasi mengajul<an usulan Fonnasi 
Pegawai BLUO Tidak Tetap kepada Bupafi sekurang - kurangnya salu (1) kali dalam satu 
(1) tahun. 

(3) Penelapan Formasl Pegawai BLUO Tlda~ Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
drtetapkan oleh Kepala BKD alas nama Bupali. 

Pasal 11 

Fonnasl Pegawal BLUO Tldak Terap 

Bagian Kesaru 

BAB Ill 

FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAJ BLUO TIOAK TETAP - 

I) Pegawai BLUO T!dak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksaoakan tugasnya 
diberikan penghargaan 

121 Pemberlan penghatgaan sebagaimana dimaksud paea ayat (1) diatur oleh Pem,mpin 
BLUD RSUD Kabupaten Bekasi. 

1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat d11Jerlkan peoghargaan atas prestasi ke~a bet<ll>$8f1<.an 
penilatan kinerja. 

121 Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cfiatur oleh 
Pemimpin BLUO RSUD Kabupaten Bekasi. 

Pasal 10 

Pasal 9 

Se,,ap Pegawai BLUD Tidak Tetapdilarang: 

a menjad, anggota partai politik ; 
b. menjadl anggota orqanisasi tertarang • 
c menjadi tim sukses satah satu cat on Kepala Oaerah T ertentu. 

Pasal 8 

Bag1at1 Keempat 
Larangan 

1) Settap PegawafBLUD T!dak Tetap berhak atas cub. 

21 Pemberian cull sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan: 
a Cuti Tahunan; 
b. C\rtl Saktt; dan 
c. C\rti Bersalin. 

3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlarur oleh Pemimpin 
BLUO RSUD Kabupaten BeJ<.aS,i sesuai ketentuao peraturan perunda.ng~ undan,gan. 

Pasal 7 

f2 Pel)alanan dirra:s sebagai.man:a d1ma-l(sud ceea ayat (1) dtlaks.a~Jqm secara setektif 
berltaitan dergan •.e;,en:,ngan kedmasan tugas dan tanggung jawab setiagai Pegawa, 
BLUO Ti<lai< ~etaP 



Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidal<. Tetap mel1puti : 
a. pengumuman; 
0, pendaftaran pelamar : 

Pasal 14 

(2) Kelentuan sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecuahkan bag, tenaga khusus 
yang karena keahliannya ditentul<an o!eh Pemimpin BLUO RSUO Kabupaten Bekasl atas 
persetujuan Bupati malaluf kepala BKD. 

13) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaomana 
dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Bekas,. 

Pe!amar calon Pegawaf BLUD Tidak Tetap harus memenuhi pe,syara!an sebagai berikut · 
a, Warga Negara Republik Indonesia; 
b Berumur sekurang - kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tingg, berumur 30 

(119a puluh) lahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampa, dengan 
Strata 1 atau sedsrajat.atau paling tinggi berumur 46 {empat pulut, enam) tahun untuk 
Jeniang pendidikan Strata 2 atau sederaiat; 

c. tidak pemah dijatuhi sanksi pidana pen/ara atau kurungan berdasatkan Putusan 
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan bndak 
pidana: 

d t.id.::ik pernah diberhentikan tid-ak hormat sebagai pegawai negen, pegawai honorer, atau 
sebagai pegawai swasta: 

.e memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan; 
t surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada bngkat 

Kabupaten I kola; 
g surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi I menggunakan narkobka. psikouopika, 

precursor dan zat a-dtktif lainnya dari dokter pemerintah; 
h pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawa,an pada i_nstansa 

lainnya: 
persyaratan lain yang ditetapkan o!eh Pemimpin BLUD RSUDKabupa!en Bekasi sesuai 
ketentuan 

Pasal13 

,..-.i..., Meng$ 1<e1turangan rom,as, dllaksanakan pengadaan Pegawai BLUO Tidak Tetap. 

_ ;aencana pengadaan Pegawai BLUD Tldak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
-311.JmUrnkan seeara terbuka melafui : 

a Papan pengumuman BLUD RSUD Kabupaten Bekasi sekurang - kurangnya 6 (enam) 
han kena sebelum pe\al<sanaan penerimaan lamaran ; 

e ~,a cetak caeran sekurang - kurangnya 1 (saru) kali, 

Pet,gumuman rencana peogadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang - 
lwrangnya memuat: 

a jUrnJah dan formasi jabatan yang d,butuhkan ; 
b persyaratan yang harus dipenuhi o!eh pelamar: 
~ a'.amat dan tempat lamaran ditujukan: dan 
a batss waktu peoerimaaan larnaran, 

Pasal 12 

~- Pegaw.,, BLUD Tldak Tetap 



11) Pelamar yang dinya1akan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam pasal 
16 wajib meJakukan pendaflaran ulang oengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang 
d,persyaratkan. 

f2J Pelamar yang dinyalakan lulus sebagaimana dimal<sud pada aya! (1), dapa! diangl<at 
menJad, pegawa1 BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (bga) 
buJan untuk dilakukan penilaian awaJ o!eh pejabal te<l<att 

Pasal 17 

BAB JV 

PENGANGKATAN PEGAWAJ BLUD TIOAK TETAP 

1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hurul e mefipu!i Tes 
Kemampuan Oasar, terdin dari : 
a. tes wawasan Kebangsaan : 
b. tes lntelegensi umum ; 
c tes karakteristik pribadi 

,2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j meliputi Tes 
Kemampuan Bidang, terdiri dari; 
a. tes praktek : 
b. tes wawancara ; 
c. tes lainnya yang diatur oleh Pemimpin BLUO RSUD Kabupaten Bekasi. 

(3) Pelaksanaan Tes Tahap J dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada aya1 (I) oan aya1 
(2) dilaksanakan dengan system gugur 

PasaJ 16 

3) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap J dan Tes Tahap It dil~ks~nakan oleh lnspekturat 
Kabupaten Bekasi 

•12) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan 
penyusunan rangking hasif Tes tahap J sebagaimana dimaksUd pada Pasal 14 huruf d, 
huruf f dan huruf 9 dilaksanakan oleh Kepala BKD dan atau p,hak kebga yang berkornpeten 
( jasa konsultan ). 

1) Pelaksanaan pengumuman. pendaftaran pelamar, seleks! administrasi, peJal<sanaan tes 
!ahap I, penyusunan materi Jes tahap II, pelaksanaan Jes tahap II. penyusunan rangking tes 
Jahap II, pengumuman tes tahap II. pengangkatan pegawai BLUD ,tdak Tetap 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1:i huruf a, huruf b, huruf c, huruf e. huruf h, Juuf 1, 
huruf j, huruf k, huruf I dan huruf m. dilal<sai,akan oJeh Pemimpin BLUD RSUOKabupaten 
Bekasl 

Pasal 15 

c selel<si~ 
o ;,embua-tan nas.·..a-"!"t sea, res tahap I 
e pelaksanaai, tes tahap t 
f koreksi dan pengolahan hasil tes lahap J ; 
9 penyusvnan rang~mg tee tahap I ; 
n pengumuman has,1 tes tahap I : 

penyusunan maten tes tahap II: 
pelaksanaan tes tahap II; 

s. penyusunan rangking tes tahap II ; 
pengumuman Jes tahap II ; 

-n pengangkalan Pegawai BLUO Non PNS Tidak Te!ap 



1) Pegawai BLUD Tidak T etap diberhentikan dengan hormat dari tug as I jabatan apabia : 
a. atas pennintaan sendiri ; 
b. meninggal dunia ; 
e, di!erlma menjadi Caton Pegawai Negen Sipil (CPNS) dan I atau beke~a pada instansi 

lamnya; 
d. fonnasi jabatan sucah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS): 
e. mencapei usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bag, tenaga khusus yang 

karena keahliannya ditentukan oJeh Pemimpin BLUO ; 

Pasal 21 

Bab Vll 

PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RSUD 

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD TJdak Tetap dilakukan oleh Pemlmpin BLUD 
RSI.ID Kabupaten Bekasi ·sesua, dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 

Pasal20 

BASVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Da.lam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pem,mpin BLUD RSUD 
Ubupaten 6ekasi dapal memberikan kesempatan untuk mengikuti pend.Jd1kan non focmal 
l*"t,han. 

Pasal 19 

PENGEMBANGAN 

BABV 

(3) Penghasilan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap seoagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dlatur oleh Pemimpin BLUD RSUO sesuai ketentuan Peraturan Perundang - u.ndangan. 

Pasal 18 

" Pegawai BLUD Tidak Tetap Dapal diangkat kembah setelah berakhimya masa kontrak 
apabila · 

a mengajukan pennohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD; 
b forrnasi jabatan masih tersedia : dan 
c menunjukan prestasi ketja yang baik berdasarkan evaluasi lonerja. 

'6" Ke1entuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarur oleh Pemimpin BLUD 
RSUDKabupaten Bekasi. 

_5 Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD tidak tetap ber!aku sejak penanda!anganan kontrak 
kerja dan berakhir paca tanggal 31 Desember tahun berkenan. 

31 Pegawa1 BLUO Tm, Tetap yang lldak mernenuhi cmerta penllalan awat sebaga,mana 
dimaMud paaa aya, (21 a.llemern,kan sebagai pegawai BLUD PNS Tldak Tetap 

~ Pegawa, SLUD T1dak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi knteria I luJus mas.a 
percobaan se!ama 3 (bga) bu!an d1be.rikan penghasilan lainnya sebagaim4in. dimaksud 
dalam oaset 5 ayat (2). 



Pegawai BLUO Tidak Telap, tidak dijamin menjadi CPNS 

Pasal25 

BABIX 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah melaksanakan n.,gas sebelum Peraturan Bupati ini 
i:,erlaku. tetap metaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis. 

Pasal24 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

1 l Dalam ha! masa tahanan meleblhl masa kontrak dan belum mendapatl<an Putusan 
Pengadilan yang berkekuatan hokum retap, maka yang bersangkutan dibementikan tidak 
dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Tidak T etap. 

'21 Apabila Pegawai BLUD Tidak Tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak telbokh melakukan 
t1ndak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabildasi dan hak - haknya 
akan dikembahkan sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap sepanjang masa kontral<llya belum 
berakhir. 

Pasal 23 

~1 Pembe<hentian sementara sebagaimana dimak$tJd pad-a ayat (1) (lltetapkan der19an 
Kepulusan Pemimpin BLUD RSUD. 

·) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh yang betwajib karena 
menjadl tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dan tugas I jabatan 
sampal dengan dltetapkannya putusan pengad,lan yang mempunyai kekuatan hol<o.m 
tetap, apabila masth dalam masa kontrak. 

mendellra 'Sak· ,ang 111:1a:,... t.sa sembuh atau caca! seh ng~a lJdak memung..'cin:r<.an urrtuk 
bekerj:a sec:ata ~ ... yang d"bukt!kan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSUD 
Kabvpale<l Sei<as< 

g states BLUO d!Cabul beldasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan 

1 Pegawa, BLUD Tidak Tetap d1berhentikan ~dak dengan hormat apabila : 
a melakukan perbuatan yang bertentangan cfengan Ideology Negara. eanceeaa dan 

Undang - Undang Dasar 1945 atau terlibat da!am kegiatan yang menentang Pemerint-ah 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (tidak jelas). 

b dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengad~an yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana ; 

c melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD lidak tetap; 
d lldak melaksanakan kewajiban sebaga,mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) • dan I 

atau 
e tidak mentaati peraturan intemal yang berlaku di BLUD RSUD Kabtlpaten Bel<asi 

sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 ayat (2) 
I. menjadi anggota dan I atau pengurus partai politik. 

'3 Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dan ayat 
{2) d1tetapj(an dengan Keputusan Pemimp,n BLUD RSUO KabUpaten Bekasi 

Pasal 22 



• 

(/ dr.Hj. N FANAH YASIN 

r BUPATI BEKASI 4' 

Ottetapkan di : Cil<arang Pusat 
padaTanggal: 2:!JiI~IC'. 

Peraturan Bupab ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap a<ang mengetahuinya, meme<intahkan pengundangan Peratur.,n Bupab ini detlgan 
penempatannya dalam Serita Oaerah Pemerintah Kabopaten Bekast 

Pasal27 

BA8XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Semua biaya yang tlmbul sebagai akibat dijetaplcannya Pe<aturan Bupab ini dibebankan pada 
anggaran BLUD RSUD Kabupaten Bekasi. 

BABX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 26 


